[image: image1.png]


                                        
 



                                        

 




JURNAL SKRIPSI 

PERAN APARATUR KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Disusun Oleh :

Sunda Rahmawan AP 1), Lusia Indrastuti 2), Agatha Jumiati3)
Email : …………………. 
FAKULTAS HUKUM  UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA

ABSTRAK
Cita-cita Good Governance dalam mewujudkan pada ruang publik, dapat memberikan makna pada terciptanya hubungan secara sinergis antara tiga elemen; elemen sektor publik (negara/pemerintah), sektor privat (pebisnis), dan Civil Society (organisasi kemasyarakatan), dari ketiga elemen tersebut merupakan unsur yang dapat dicapai oleh Good Governance, sehingga dapat diharapkan dan mampu di aplikasikan, serta masing masing unsur memiliki akses terhadap ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya-upaya aparatur kecamatan di era otonomi daerah dalam mewujudkan Good Governance.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan tekni purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sehubungan dengan peran aparatur kecamatan Jaten dalam mewujudkan good governance, menunjukkan aparatur telah melakukan berbagai peran, diantaranya:  peran selaku inovasi, peran selaku pelopor, peran selaku modernisator, dan peran selaku pelaksana sendiri. Dari segi kualitas pelayanan, aparatur belum sepenuhnya tanggap akan kebutuhan masyarakatnya, terkadang masih diskriminatif, dalam melayani tidak memberikan akses yang sama bagi semua warga untuk mendapatkan pelayanan, dan tidak memperdulikan kepada warga pengguna berdasarkan nomor urut yang ada. Partisipasi masyarakat yang semestinya dilibatkan, kenyataannya masih kurang melibatkan, sehingga masih ada berbagai hal yang tidak diketahui oleh masyarakat. Aparatur Kecamatan Jaten dalam menyelenggarakan pemerintahan belum mencerminkan adanya keterbukaan seluruhnya kepada warga masyarakat.

Kata kunci: Peran Aparatur, Good Governance
ABSTRACT

The ideals of Good Governance in realising in the public sphere, can give meaning to the creation of a synergistic relationship between three elements; elements of the public sector (state / government), the private sector (business people), and Civil Society (community organisations), of the three elements are elements that can be achieved by Good Governance, so that they can be expected and able to be applied, and each element has access to public space. The purpose of this research is to find out the role and efforts of the sub-district apparatus in the era of regional autonomy in realising Good Governance.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Research informants using purposive sampling technique. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis which consists of data reduction, data presentation and conclusion drawing.
The results of the research in relation to the role of the Jaten sub-district apparatus in realising good governance, show that the apparatus has carried out various roles, including: the role as an innovation, the role as a pioneer, the role as a moderniser, and the role as an implementer himself. In terms of service quality, the apparatus has not been fully responsive to the needs of the community, sometimes still discriminatory, in serving not providing equal access for all citizens to get services, and not caring for users based on the existing sequence number. Community participation that should be involved, in fact, is still lacking, so there are still various things that are not known by the community. The apparatus of Jaten Sub-district in organising the government has not reflected the existence of complete openness to citizens.
Keywords: Role of Apparatus, Good Governance

A. PENDAHULUAN 
Cita-cita Good Governance dalam mewujudkan pada ruang publik, dapat memberikan makna pada terciptanya hubungan secara sinergis antara tiga elemen; elemen sektor publik (negara/pemerintah), sektor privat (pebisnis), dan Civil Society (organisasi kemasyarakatan), dari ketiga elemen tersebut merupakan unsur yang dapat dicapai oleh Good Governance, sehingga dapat diharapkan dan mampu diaplikasikan, serta masing-masing unsur memiliki akses terhadap ruang publik.               

Secara empirik dapat diamati pergeseran sistem pemerintahan Indonesia tersebut didasari oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai konsekuensi logis dari kehadiran kedua Undang-undang tersebut yang telah membawa perubahan pada kedudukan, tugas dasar fungsi lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah kecamatan perubahan ini diakibatkan oleh perubahan kewenangan masing-masing level pemerintah yang berdampak pada beban dan karakteristik tugas. Perubahan ini telah mengurangi peran pemerintah pusat terhadap peran pembinaan daerah yang selama ini konotasinya intervensi yang ditandai dengan mekanisme persetujuan pemerintah pusat dalam berbagai jenis kegiatan pemerintah daerah kecamatan.

Tidak hanya pada aparatur pemerintah pusat akan tetapi juga sampai di daerah hingga kecamatan. Dimana era reformasi yang telah  melahirkan otonomi daerah yang dapat diberlakukan mulai 1 Januari 2000 membawa dampak nyata bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik (Good Governance) dibandingkan era Orde Baru. Pemerintah di daerah (dalam hal ini adalah tingkat kecamatan) diharapkan semakin meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasinya dalam melayani masyarakat dan akuntabilitas dalam mengelola kekayaan atau potensi yang dimiliki secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Kenyataan lain di lapangan, peran aparatur kecamatan Jaten dalam mewujudkan good governance belum sesuai harapan masyarakat. Aparatur seringkali kurang begitu memperhatikan apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Masyarakat harus bertanya terlebih dahulu untuk meminta pelayanan, tidak jarang pula warga harus pulang karena syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidak ada papan petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan tentang proses, prosedur dan biaya pelayanan. 

Dalam konteksnya pegawai atau aparatur adalah pelaku administrasi, oleh karena itu tugas dan kewajibannya melayani masyarakat dengan didasari tanggung  jawab sebagai abdi masyarakat. Dalam kaitannya munculnya Otonomi Daerah seperti saat ini maka peran aparatur lembaga pemerintahan di daerah kecamatan menjadi menarik untuk dapat dikaji perananya dalam mewujudkan Good Governance minimal di tingkat kecamatan sebab  keberadaannya sebagai wadah pengambilan keputusan menjadi sangat strategis. Oleh karena itu untuk mewujudkan Good Governance tentu seorang camat bukan hanya mengatur bawahannya tetapi di sisi lain peran seorang camat dalam wilayah kecamatan adalah merumuskan program-program kerja kecamatan dalam bentuk teknis mengambil kebijakan yang sebelumnya di susun dan di programkan. Dengan demikian  untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) tentu peran seorang camat sangat berfungsi dan dapat bertanggung  jawab dalam mengambil teknis pelaksanaan kebijaksanaan seperti, evaluasi, monitoring administrasi pemerintah, pembangunan, sosial, kemasyarakatan umum, serta keuangan dan unsur-unsur yang lain, yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan camat dalam wilayah kecamatan.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah untuk dikaji lebih terperinci. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana peran Aparatur Kecamatan Jaten di era otonomi daerah  untuk mewujudkan good governance.?”
B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.  Dalam hal ini dilakukan pengkajian yuridis terhadap peran aparatur Kecamatan Jaten dalam mewujudkan good governance. Sifat penelitian bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang kajian yuridis peran aparatur Kecamatan Jaten dalam mewujudkan good governance, yang kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. Sumber data meliputi: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. 
C. PEMBAHASAN

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Pemerintah dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah berperan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah tersebut akan menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. 
Terlebih pemerintah kecamatan merupakan tumpuan atau ujung tombak dalam berbagai program kegiatan pemerintah dalam kaitannya sebagai organisasi peme rintahan di daerah. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara baik, maka perlu terlaksananya suatu sistem pemerintahan yang baik. Keberhasilan tersebut sangatlah ditentukan oleh aparatur pemerintah.
 
Peran dan fungsi  pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya. Begitu pentingnya kedudukan peran aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahnya, maka sangatlah dibutuhkan sekali aparat yang mempunyai kemampuan yang baik. 

Terwujudnya good governance pada tingkat kecamatan, tidak terlepas dari peran aparatur kecamatan itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kecamatan sebagai organisasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan Perijinan maupun non perizinan, (KTP/e-KTP, KK, Akte kelahiran/kematian, Surat Tanah / Ahli Waris, IMB serta kebutuhan lainnya) juga dituntut bekerja secara profesional serta mampu secara cepat merespon aspirasi dan tuntutan publik dan perubahan lingkungan lainnya dengan cara kerja  birokrasi yang lebih berorientasi kepada masyarakat dari pada berorientasi kepada atasan. Peran aparatur kecamatan dalam menciptakan good government dapat diketahui dari:   

a.
Selaku inovator

Peran aparatur kecamatan selaku inovator, mencakup tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu : (1) Aparatur mampu menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu. (2) Aparatur perlu menerapkan inovasi yang sifatnya konsepsional. (3) Aparatur perlu menerapkan inovasi system, prosedur, dan metode kerja. 
Inovasi dalam lingkungan birokrasi Kecamatan Jaten dianggap lebih banyak mendatangkan riskan bagi kesinambungan karier seorang pegawai daripada mendatangkan manfaat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam dunia birokrasi Indonesia lebih memberikan insentif bagi  status quo dan loyal dan  status quo terus menerus mendatangkan insentif seperti kenaikan jabatan dan karier. 

Peran aparatur kecamatan yang bisa dilakukan hanya sebatas pada penerapan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan juga sebisa mungkin untuk menghindari atau meniadakan pungutan uang kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Informan,  sebagai berikut : 

Kalau mengenai peran selaku inovator, memang para aparatur disini tidak maju atau kurang berani mungkapkan ide, namun lebih mengutamakan pada meningkatkan disiplin diri dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Aparatur hanya lebih memfokuskan pada pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu aparatur juga menghindari maupun meniadakan pungutan uang kepada masyarakat (wawancara Jumat, 9 Februari 2024).
b.
Selaku modernisator

Peran aparatur kecamatan selaku modernisator guna mewujudkan good governance, dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: (1) aparatur mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) aparatur mampu dan mahir memanajerial, (3) aparatur memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, (4) aparatur mampu memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, (5) aparatur bersedia mengambil risiko, (6) aparatur bersedia menerima perubahan, (7) aparatur mempunyai orientasi masa depan. 
Peran aparatur pemerintahan terutama Kecamatan selaku modernisator sangat diharapkan oleh masyarakat apalagi dalam memberikan pelayanan sangat jelas dan terbuka. Otonomi yang merupakan langkah awal bagi pemberdayaan aparatur tidak lain adalah menuntut kemandirian aparat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat dan abdi Negara sehingga aparat tidak tergantung lagi pada atasan yang merupakan kemunduran dalam menjalankan tugasnya di mana dalam menjalankan tugas sudah ada job-job tersendiri sehingga dengan job discription yang jelas maka akan mampu memberikan kemudahan bagi aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
c.
Selaku pelopor

Dalam mewujudkan good governance di tingkat kecamatan, aparatur harus bisa berperan selaku pelopor.  Dalam hal ini aparatur pemerintahan harus mampu menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Seperti halnya (1) kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal munkin. (2) Kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam hal pemberantasan KKN. (3) Kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku. (4) Kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
Menjadi contoh ataupun panutan bagi warga masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, tentunya dalam hal ini aparatur kecamatan dalam berbuat atau bertindak harus selalu berhati-hati. Sehubungan dengan hal tersebut Camat Jaten mengungkapkan bahwa guna mewujudkan pemerintah yang baik, dan bisa dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat, pihaknya dan segenap staf-stafnya telah meningkatkan  disiplin kerja, dari mulai jam kehadiran, seragam dinas hingga hal-hal yang lain-lain.

d.
Selaku pelaksana sendiri

Terwujudkanya good governance di tingkat kecamatan, tidak terlepas dari faktor peran aparatur selalu pelaksana sendiri. Dalam hal ini  aparatur yang mampu melaksanakan semua tugas dan kewajibannya sendiri tanpa melimpahkan kepada orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Informan selaku Kasi Tata Pemerintahan, mengenai peran selaku pelaksana sendiri sebagai berikut: 

Untuk bisa berperan selaku pelaksana sendiri, seorang aparatur harus bisa memotivasi diri untuk menjadi lebih baik dengan cara membekali diri dengan kemampuan menguasai teknologi informasi dan teknologi, meningkatkan diri dalam kemampuan berbahasa Inggris. Semua itu untuk mempermudah memahami informasi baru, dan belajar mengoperasikan internet. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para aparatur, yang mana para aparatur telah belajar di BLC (Broadband Internet Learning Centre) Kabupaten Karanganyar (wawancara, Rabu 7 Februari 2024).
Tata    pemerintahan    yang    baik    akan    terwujud    apabila    pemerintah    mampu    menjamin terselenggarannya  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang tersedia  secara  optimal  dan  bertanggung  jawab.
 

D. PENUTUP 
Kesimpulan 

Peran selaku inovasi yang sudah dilakukan oleh aparatur Kecamatan Jaten selama ini hanya sebatas pada pemungutan PBB  dengan cara menjemput bola dan membentuk satgas pemungutan PBB.  Peran selaku inovasi sistem, prosedur dan metode kerja, aparatur Kecamatan Jaten telah melakukan sesuai sistem yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan inovasi agar berjalan lancar dan tepat sasaran.  Dari segi prosedur, telah dilakukan penyederhanaan prosedur agar menjadi sederhana, murah, cepat, dan tepat. Begitu juga dari segi metode kerja, telah dilakukan penyederhanaan metode kerja agar mudah untuk dilaksanakan. 

Aparatur berperan selaku pelopor, yang mana aparatur  Kecamatan Jaten telah meningkatkan  disiplin kerja dari mulai jam kehadiran, seragam dinas hingga hal-hal yang lain-lain.

Aparatur kecamatan telah berperan selaku modernisator, yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dari job-job tersendiri sehingga dengan job discription mampu memberikan kemudahan bagi aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Aparatur berperan selaku pelaksana sendiri, terlihat dari adanya kemandirian aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
Saran

Upaya yang dapat dilakukan aparatur untuk mewujudkan good governance adalah dengan membuat program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta menetapkan skala prioritas kegiatan manakah yang akan dilakukan terlebih dulu. Program kerja dan skala prioritas tersebut dapat dipajang sehingga dapat dibaca oleh seluruh pegawai dan adanya kontrol untuk saling mengingatkan antar aparatur.
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